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PENDEKATAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA
BAGI PERBAIKAN KEADAAN GIZI KAUM MISKIN®

Sajogvo

Pendekatan kebutuhan dasar manusia (PK DM) merupakan suatu
cara berpikir untuk mengarahkan proses pembangunan sedemnikian
fupa guna mengantarkan masyarakat yang masih tertinggal mencapai
standar hidup yang layak dan diinginkan. Pertama-tama harus di-
mengertiterlebih dahulu bagaimana kerangka PKDM tersebut bekerja
serta apa hastlnya, khususnya bagi kaum miskin dan tak mampu, gu-
na memungkinkan kejelasan perumusan masalahnva. Kemudian di-
tetapkan sasaran: bagaimana memodifikasikan perubahan-perubahan
dalam kerangka Ladi agar proses dan hasil yang tak diinginkan dapat
dihindari, dan sebaliknya hal-hal yang diharapkan dapat dicapai, ter-
utama dalam kaitannya dengan sistem pangan.

Sebagaimana diketahui, dalam Repelita 111 telah ditetapkan ken-
scp Delapan Julur Pemerataan. Dalam tulisan ini akan disorot posisi
kedelapan jalur tersebut dalam kerangka kerja PKDM, serta dibahas
berbagai langkah di dalam mana kebijaksanaan-kebijaksanaan pem-
bangunan berperan di masa lalu dan saat sekarang.

1. KESEMPATAN KERJA, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN
PANGAN

Semenjak tahun 1974 kebijaksanaan pangan Indonesia telah
mencapai sasarannya, "' pengadaan pangan yang memadai dan dengan
harga yang terjangkau oleh daya heli masyarakat’™”. Akan tetapi, ke
mudian timbul sebuah pertanyaan: Bagaimana peluang-peluang da-

* Alih baliasu duri makalah bahasa Inggris untuk Kongres Gid Asia ke-3 di Jakarta,
G-100 Okieber 1980,



lam kegiatan usaha dan kesempatan kerja yvang ada mampu mendo-
rong lebih banyak orang memperoleh penghasilan yang lebih tinggi,
dan — secara khusus — memungkinkan kelompok 40% masyarakat
berpenghasilan rendah mencapai tingkatan konsumsi pangan yang la-
vak?

Selama perioda 1971 — 1976 pertumbuhan produk domestik bru-
to Indonesia mendekati B% per tahun. Akan tetapi pertambahan ke-
scmpatan kerja per tahun (2,9%) hanva sedikit saja di atas pertam-
bahan penduduk dalam usia kerja (2,8%). Sebagian besar sifar pe-
kerjaan yang dimasuki atau tercipta merupakan pekerjaan-pekerjaan
dengan kualitas rendah. Selama periode tersebut jumlah tenaga kerja
yang terserap naik dari 40,5 juta menjadi 48,9 jura orang (14,7%);
050% di antaranya tertumpu pada empat jenis lapangan usaha: per-
tanian, perdagangan, jasa dan sektor industri. Sektor pertanian sen-
diri mencakup 35% dari seluruh kesempatan kerja yang tercipta, de-
ngan angka kenaikan absolut dari 27,2 juta menjadi 30,4 juta. Akan
tetapi dari jumlah kesempatan kerja yang tercipta di sektor ini, 75
di antaranya berlokasi di daerah pedesaan Jawa di mana perbanding-
an tanah/pekerja sangat kurang menguntungkan. Sekitar 78% dari
pekerja di sektor pertanian berpenghasilan kurang dan Kp 7.000, — sc-
Bulan (tingkat pendapatan batas kemiskinan tahunm 1976 untuk go-
longan pekerja) dan 55% bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Di sektor perdagangan terlihat perluasan kesempatan kerja yang
cukup besar, suatu kenaikan sebesar 50%s dari 4,4 juta menjadi 7,0
juta, Tetapi scbagilan besar tergolong dalam kategori dipekerjakan
sendint atau bekerja sendiri (bukan makan gaji pada vsahawan/peda-
pang lain) di mana para pedagang hanya memiliki modal dan memper-
oleh penghasilan yang rendah. Dengan taksiran penghasilan scbesar
Rp 20,— sampai — 25,— per jam, para pedagang kategori ini men-
butuhkan 70 jam kerja seminggu untuk mencapai tingkat pendapatan
batas kemiskinan. Di sektor jasa terdapat kenaikan kesempatan kerja
sebesar 24%e, dari 4,2 juta menjadi 5,2 juta. Tiga perempat daripada-
nya berlangsung di dalam kategori pekerja vang memperoleh pen-
dapatan relatif lebih tinggi. Walaupun begitu 30% di antaranya masih
berpenghasilan di bawah batas kemiskinan. Sedangkan di sektor in-
dustri tercatat kenaikan kesempatan kerja sebesar 40%. Namun de-
mikian sebagian besar (92%) merupakan pekerja yang bekerja sen-
diri, sebagai pekerja di lingkungan keluarga sendiri dan di daerah
pedesaan dengan penghasilan yang rendah,

Data tentang distribusi pendapatan antar kelompok-kelompok
masyarakat dalam tahun 1976 menerangkan, kelompok 40% masya-
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rakat berpendapatan rendah menerima hanya 11,15% dari seluruh

pendapatan masyarakat, sedangkan kelompok 20T masyarakat ber-

penghasilan tinggi menikmati 56,73% dari seluruh pendapatan ma-
syarakat. Suatu distribusi pendapatan vang amat timpang! (Rasio

Gini = 0,52). Berkenaan dengan kemiskinan dan disparitas pen-

dapatan di daerah pedesaan, sebuah laporan BPS (197%) menjelaskan

adanya 4 faktor sebagai penyebabnya:

1. Ketimpangan yang tinggi dalam penguasaan/pemilikan tanah
dan penggunaan input-input pertanian modern di kalangan peta-
ni.

2, Ketimpangan vang tinggi dalam jumlah jam kerja.

Ketimpangan vang tinggi dalam tingkat pendidikan.

4. Ketimpangan yang tinggi dalam partisipasi kaum wanita, di ma-
na wanita memperoleh upah yang lebih rendah daripada pria.
Dengan latar belakang perkembangan kesempatan kerja, akan le-

bih dapat dipahami bagaimana upaya kaum miskin mencapai tingkat

kebutuhan pangan minimuem, yang untuk Indonesia adalah 1700

kalori per orang-hari. Dalam tahun 1976 — berdasarkan kriteria tadi

tercatat sejumlah 36,60 juta orang di Indonesia (28,1%) yang tidak

mencapai tingkat kebutuhan pangan mimimum; dibandingkan 42,54

juta orang (36,4%) dalam tahun 1970. Apabila kota dan desa akan

diperbandingkan, maka jumlah penduduk sangat miskin tahun 1970

adalah 8.1% juta orang (42.0%), berkurang menjadi 6,07 juta (25,9%)

tahun 1976 untuk perkotaan, angkanya untuk pedesaan adalah 34.36

juta (35.3%) dan 30,53 juta (28,6%).

Menarik untuk memperianyakan: Seberapa cepat masyarakal
berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat kebutuhan pangan
minimum, jika kecenderungan distribusi pendapatan tadi akan
berlangsung terus dalam dasawarsa B-an? P. Hutabarar (1978) mem-
proycksikan, dengan suatu kenaikan pertumbuhan pendapatan yang
linggl (rata-rata 4,4% per tahun) kelompok 40% keluarga berpen-
dapatan rendah hanya meraih 2,5% kenaikan pendapatan per tahun.
Sementara kelompok 20% keluarga berpendapatan tinggi
memperoleh 5,5% kenaikan. Menjelang tahun 1990 sekitar 16,8%
penduduk (29,3 juta) masih akan berada di bawah tingkat kebutuhan
pangan minimum 1700 kalori per orang-hari. Di lain pihak jika
kelompok 40% keluarga berpendapatan rendah mampu meraih 3%
kenaikan pendapatan per tahun, maka menjelang 1950 mereka semua
akan mencapai tingkat 1700 kalori.
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Data BPS menjelaskan hahwa dalam tahun 1976 sekitar 39.4%
atau 9 juta keluarga di daerah pedesaan rergolong dalam kategori
miskin, dengan pengeluaran kurang dari Kp 3.000,— per kapila per
bulan, atau tingkat konsumsi pangan kurang dari 1900 kalori per
orang-hari. Bagian terbesar kaum miskin di pedesaan terdiri atas
petani marjinal {memiliki sawah <€ 0,5 Ha) dan buruh tani tak-ber-
tanah, yang jumlahnya mencapai 6,2 juta rumah tangea dan 5,6 jula
daripadanva berdiam di pedesaan Jawa. Di Jawa kelompok petani
yang statusnya sedikit lehih tinggi (memiliki 20,5 ha tanah, dengan
rata-rata 1,2 ha), yang berjumlah 2,7 juta rumah tangga, mem-
pekeriakan setidak-tidaknya,$,.6 juta anggota keluarga kaum miskin
vakni petani marjinal dan buruh {ani tak bertanah.

Pada tabun 1960-an berlangsung revolusi pupuk dan, bersama-
sama dengan varietas-varietas nasional yang haru, diterapkan pe-
nanatman padi-padi varietas baru dari IRRI. Sistem bagi hasil antara
petani pemilik dan petani penggarap sangat tidak seimbang pada
tahun 1970-an, di mana pemilik memperoleh 6 kg beras per hari per
hektar untuk sarz musim sedangkan pengearap hanya menerima 1,3
kg beras. Persaingan vang keras di antara sesama petani sendiri untuk
mendapatkan pekeriaan telah menurunkan tingkat upah, akibatnya
mereka terpaksa berbapi-bagi kemiskinan., Sementara itu kelompok
petani yvang memiliki lebih darf 0,5 ha sawah kian menunjukkan ke-
majuan yang meningkat dalam pertanian padi komersial, sejak ter-
sedianya fasilitas kredit murah darl pemerintah. Dalam tahun-tahun
1963 — 1973 sejumlah besar petani pemilik menarik tanahnya dari
persewaan atau bagl hasil. Sistem bagi hasil kemudian berkembang
menjadi suatn hubungan kontrak kerja di mana pemilik merupakan
pengambil keputusan tunggal atau utama, vang memberikan sepertiga
atau seperempat dari hasil kepada penggarap, bahkan di beberapa
daerah kurang dari itu. Pola bagi hasil tradisional adalah separoh-
separoh, vang pada tahun 1960 dijadikan undang-undang, namun
tanpa pernah diimplementasikan, sebab pada akhir 1960-an segala
ikhtiar diarahkan pada pencapaian '’ produksi dan pertumbuhan eko-
nomi vang lehih besar™.

Masuknya alat-alat baru telah menyebabkan banyaknya petani
penggarap kehilangan pekerjaan, khosusnya kaum wanita. Ditambah
pula dengan sikap pemilik yang menjual tanamannoya kepada peda-
gang beberapa hari sebelum panen, dan yang ferakhir inmi datang
memanen dengan membawa buruh sendiri. Sekarang ini lehih sedikit
jumlah wanita pedesaan yang memperoleh pendapatan sebagai huruh
tani. Pada pertengahan tahun 1960-an sekitar 80% dari beras yvang



dihasilkan di Jawa dituai dengan rangan, tetapi sepuluh tahun kemu-
dian jumlah tersebut menyusut menjadi kurang dari 4077, Penyusutan
Jumlah buruh upahan dalam pekerjaan menuai diperkirakan sebesar
125 juta orang hari kerja wanita pada tahun 1973, lebih besar dari per-
tambahan kesempatan kerja yang berhasil diciptakan pada tahun
yang sama yakni 43,6 juta orang-hari di seluruh Indonesia.

3. KENDALA STRUKTURAL

Pendapatan yang rendah adalah akibat dari pengerjaan yang tak
penuh (underemployment), mungkin karena singkatnya periode jam
kerja atau karena jam kerja vang cukup panjang tetapi dengan pen-
dapatan kurang dari tingkat subsisten. Di pedesaan Jawa pekeria-
pekerja miskin terpaksa keluar dari sektor pertanian. Dalam banyak
kasus mereka jusiru berpenghasilan lebih sedikit di bidang non-
pertanian. Hanya sejumlah kecil saja yang beruntung dapat
memasuki kerja yang memberikan penghasilan lebih baik. Faktor
penghambat (kendala) utama untuk sebagian besar adalah kurangnya
modal, pengegunaan teknologi berkualitas rendah, rendahnya tingkat
pendidikan dan ketrampilan, serta diskriminasi kelamin di mana
wanita memperoleh pendapatan lebih rendah.

Kendatipun hal ini merupakan masalah ekonomi tapi ia tidak
terlepas dari cara-cara eksploatasi vang telah melembaga secara lokal,
Di bidang pertanian, ia berlangsung dalam sistem bagi hasil di mana
seorang pekerja berstatus sebagai buruh kontrak, dan berarti
kedudukannya lebih rendah daripada sang petani pemilik. UU Bagi
Hasil (yang sekarang telah berusia‘20 tahun) secara praktis sulit
diterapkan karena kaum lemah tak pernah mencapai kedudukan yang
lebih kuat, khususnva di tingkat kecamatan dan desa. Elite desa
adalah golongan petani yang lebih atas yang mengendalikan peme-
rintahan desa dan menerima pola pengerjaan proyek-proyek pemerin-
tah seperti kredit- produksi pertanian dan program pekerjaan-
pekerjaan umum lainnya di pedesaan, Dalam pembangonan gedung
sekolah, reboasasi dan penghijauan, serta proyek-proyek khusus lain-
nya, kontraktor dipilih di entara mercka (elitec desa) tadi karena
merekalah yang merupakan wiraswasla-wiraswasta setempat. Ada
contoh menarik berkenaan pola jaringan kontrak proyek-provek ter-
scbut. Dalam pelaksznaan suatu proyek reboasasi dan penghijauan
ditemukan bahwa hanya sekitar 100 jam kerja yang terlibat per
hektarnya, sangat jauh dari harapan perencana sebanyak 1000 iam
kerja per hcktar.,



Dalam keadaan sekarang terdapat beberapa kesempatan untuk
membuka jalan bagi partisipasi yang lebih luas dari kelompok masya-
. rakat berpendapatan rendah di pedésaan:

a) melalui pemerintahan desa dengan "'badan penasshatnya™ dan
kepala desa terpilih. : '

) melalui Koperasi Unit Desa, ini merupakan kesempatan yvang ter-
buka di bidang ekonomi. : {

¢} melalui serikat buruh atan serikat dagang.

d) melalui berbagai alat/sarana ''kesejahteraan sosial” yang kini

; baoyak terdapat, baik yang disponsori dan dibiavai oleh lemba-
ga-lembaga pemerintah-mappun non-pemerintah.

4. PROGRAM PRODUKS[ PANGAN

Banyak hal patut dipersoalkan berkenaan dengan stralegi dan pe-
ngembangan produksi pangan selama ini, baik mengenal xomoditas-
nya maupun tentang kelembagaannya. Seperti diketahui, program
produksi pangan kita sejak awal 1960-an ditekankan pada beras se-
bagai makanan pokok. Program ini mempunyai pendekatan-pen-
dekatan dan dampak-dampak tertentu scbab:

a) difokuskan pada padi basah, berarti hanya areal yang teririgasi
baik yang memperoleh manfaat,

b) diarahkan terutama kepadza golongan petani kelas “atas” dengan
suatu paket berupa teknologi varietas unggul dan kredil murah.
Dalam perkembangannya, petani-petani lain yang menanam

tanaman pangan sekundet — jagung, ketela dan kacang-kavangan —
menjadi tidak memperoleh dukungan cukup, dari produksi ke salur-
an-saluran distribusi. Akan halnya beras, semula kredit murah dikait-
kan langsung dengan pemasaran beras. Petani diharapkan melunasi
kreditnya dalam bentuk natura guna mMenunjang program pengadaan
stok beras nasional. Tetapi pada akhir 1960-an cara demikian
dihapuskan dan upaya pengadaan stok beras nasional berlangsung
dengan swatu dasar sukarela, petani tidak lagi diharuskan mengem-
balikan kreditnya dalam hentuk natura tetapi boleh dengan uang
tunad.

Dengan masuknya pupuk dan pestisida dalam jumlah besar dan
dijual kepada petani dengan harga disubsidi, investasi-investasi besar
berlangsung dalam industri pupuk, khususnya produksi pupuk urea
yang berasal dari gas. Ini diikuti dengan kebijaksanaan pengurangan
subsidi atas input-input pertanian dari tahun ke tahun, serts
penerapan kebijaksanaan harga dasar (untuk petani) dan harga pla-
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fon (untuk konsumen). Dalam perkembangannya kemudian nilai
tukar atau tferm of trade petani memang tidak menjadi lebih buruk,
walaupun juga tidak menjadi lebib baik. Pertengahan 1970-an mem-
perlihatkan kemajuan vang konstan dalam program produksi beras.
Keterlibatan petani vang lebih aktif dalam KUD merupaan hal
lain yang masih perlu diperscalkan, Kendatipun sudah ada KUD, na-
mun pengurusan kredit bank untuk pertanian padi masih saja ber-
langsung antara petani dengan cabang bank-bank pemerintah se-
tempat. Walaupun kemudian tugas-tugas pendistribusian input-input
pertanian dan pembelian padi darl petani-petani setempar diserahkan
kepada KUD, namun petani masih saja menganggap bahwa lembaga
baru ini bukanlah atas kehendak mereka sendiri, dan karenanya
bukan merupakan sarana untuk perbaikan kehidupan mereka.

Hal lain yang patut dipersoalkan ialah masalah keseimbangan
ekologis akibal penggunaan input-unggul dalam pertanian beras. Da-
lam tahun-tabun terakhir, serangan hebal dari sejenis virus dan se-
rangzanyd melanda Jawa selama beberapa musim. Hal ini telah me-
nimbulkan bulan-bulan kelaparan yang kritis bagl petani marjinal;
bahkan juga di dacrah-daerah di Jawa Barat yang merupakan daerah
surplus -beras, Konsumsi ikan, yang masih ditangkap dengan cara
sederhana di jalur-jalur air alami, juga merupakan persoalan lain.
Bagi kaum miskin di Jawa, ikan — betapapun sedikit jumlahnya —
merupakan sumber protein utama. Biasanya dibeli dalam bentuk tkan
kering atau ikan asin. Mamun demikian, ikan yang diperoleh dan
*alam’ ini tak pernah muncul dalam tabel-tabel '*neraca pangan''.

Pengembangan perianian di pulau-pulau lain di luar Jawa masih
merupakan potensi terbesar bagi Indonesia dalam jangka waktu 20
tahun mendatang, sepaniang jenis teknologi yang tepat tersedia pada
waktu vang tepat dan dengan perangkat kelembagaan yang tepat
pula. ; 5

Untuk meningkatkan produksi daging dan susu serta telur,
selama dasawarsa terakhir terlihat langkah maju dalam penggunaan
teknologl peternakan dengan benih-ungpul. Akan tetapi langkah-
langkah tersebut sama sekali tidak melibatkan peternak kecil; sebab
golongan usaha bermodal besar praktis mendominir program yang
ada. Sapi-sapi penghasil daging berasal dari dua daerah dengan pola
beternak yvang sangat berlainan. Pertama ialah pola seperti yang di-
jumpai di Timor, dengan populasi termak yang berlebihan dan
berkembang biak di sekitar sabana. Sapi dari Timor pernah pula
dipasarkan sampai ke Hongkong. Pola yang lain adalah seperti yang
dijumpai di Jawa-Bali, di mana terdapat lebih banyak teinak pada
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daerah yang padat penduduk tapi kekurangan padang rumnput, Saat
ini beberapa investor telah menanam modal dalam peternakan
moderen di pulau-pulau lunar Jawa. Karena sapi yang sama di Jawa
dan Bali juga berfungsi sebagai hewan pekerja, hal ini mengandung
konsekuensi terhadap ketersediaan hewan pekerja bagi pertanian. Se-
buah alternatif baru saja ditawarkan di beberapa dacrah penghasil
padi di Jawa, yakni penggunaan trakior tangan yang hanya mem-
butuhkan sedikit energl dan akan menggantikan beberapa buruh tani
R e :

Peniggunaan hibit ungzul di sub-seklor peternakan juga berlang-
sung pada usaha ternak saPi perah (asal impor) dan ayam pedaging
serta petelur. Karena besarnya jumiah makanan ekstra yang
dibutuhkan bagi ternak-ternak unggul semacam itu, hal ini menye-
babkan kenaikan permintaan terhadap jagung, kedele, kacang tanah
dan ikan menjadi sedemikian rupa sehingga masyarakal berpendapat-
an rendah dengan daya beli yang terbatas tidak mampu memperoleh
produk-produk tersebut dengan cukup untuk konsumsinya sendiri.
Tambahan pula, persaingan baru akan muncul jika kersla — vang
merupakan sumber kalori termurall — juga dipakai untuk produksi
alkohol, guna dijadikan gasohol sebagai bahan bakar. Petani sebagai
‘produsen mungkin masih akan merasakan manfaatnya. Akan tetapi
tidak demikian halnya bagi mereka yang berpendapatan rendah —
vang merupakan konsumen ketela dan jagung — apabila pendapatan
mereka tidak meningkat cukup cepat.

Di sub-sektor perikanan laut, pada Lahun 1980 dilakukan tindak-
an dramatis untuk mulai melenyapkan penggunaan pukat harimaun
(trawl) moderen, akibat sering terjadinya perselisihan antara awak
pukat harimau dengan melayan tradisional yang tangkapan ikannya
turun drastis setelah ada pukat harimau. Tapi lalu timbul persoalan
dilematis. Tindakan tadi ternyata mengakibatkan turunnya peneri-
maan devisa, sebab penangkapan dengan <ara moderen  itu
merupakan sumbet ekspor komoditi udang dan sejenisnya. Sementara
itu alternatif lain yang menggunakan teknologi moderen — agar ikan
dapat menjadi sumber protein yang lebih murah bagi kaum miskin,
tidak saja dalam bentuk ikan asin — belum dapat ditemukan. Tidak
seperti pertanian padi, di mana usahatani-usahatani kecil adalah
dominan dan Jlebih efisien, perikanan laut — kalaupun harus
dimodernisasikan — akan membutuhkan suatu basis industri yang
lebih kokoh dan fasilitas-fasilitas moderen lainnya, sebagalmana ca-
ra-cara yang dilakukan dalam menjalankan usaha bisnis. Beberapa
KUD khusus perikanan memang telah memperlihatkan kemajuan,
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walavpun tidak begitu jelas apakah telali benar-benar terjadi per-
ubahan struktural vang nvaia dibandingkan dengan pola ikatan (bon-
dage) sebelumnya — vang dipraktekkan oleh pemilik perahu terhadap
netayvan-buruh,

Kasus petani garam merupakan hal lain yang patut mendapatkan
perhatian. Ditujukan untuk meningkatkan kadar yodium dalam ga-
ram guna mencegah penyakit gondok di kalangan penduduk di daerah
peeunungan, kasus ini merupakan sebuah pelajaran berharga dalam
usaha-usaha perbaikan gizi di tanah air. Kebijaksanaan yang ditem-
puh oleh pemerintah melepaskan monopoli produksi garam, telah
menghidupkan produsen-produsen garam kecil. Akan tetapi dengan
produksi garam yang lersebar di tangan sejumlah besar produsen kecil
{berbeda dengan masa sebelumnya ketika pemerinian memonopoli
param, dengan sebuah pabrik yang terletak di pulavw Madura), pena-
nganannya sekarang sccara teknis jusiru menjadi sangat mercpotkan,
begitu pula pengendalian kualitasnva, Kebijaksanaan untuk hanva
menerima garam beryvodium oleh suatu dacrah, scbagaimana ditetap-
kun oleh beberapa pubernur, berhadapan dengan kebijaksanaan ke-
sempatan kerja yang digariskan olch pemerintah pusat.

Terakhir dalam hubungannva dengan usaha-usaha produksi pa-
ngan, adalah penting memperhitungkan peranan pekarangan-rumah
sebagai sarana jaminan pengadaan pangan, khususnya bagt kaum
miskin di pedesaan yang masih memiliki sebidang tanah. Luas tanah
pekarangan rata-rata yang dimiliki oleh setiap rumah tangga di pede-
saan Jawa pada tahun 1963 adalah 800 meter persegl, sedangkan pada
keluarga-keluarga vang nyvaris tak memiliki tanah (vakni mereka yang
memiliki kurang dari 9.1 ha, yang tidak digolongkan scbagai perani)
rata-rata sekitar 400 m?. i Jawa Tengah saja luas tanah pekarangan
seluruhnya hampir mencapai 25% dari luas selurub lahan pertanian.

Dalam tahun 1978-usaha memanfaatkan tanah pekarangan di Ja-
wa, khususnya denpan sayuran-sayuran hijau, memperlibatkan hasil
yang mengeembirakan, Dengan hanya mengeiuarkan Rp 800, — uniuk
keperiuan benih, selama beberapa bulan setiap rumah tangga dapat
memanen sccara leralur sayur mayur senilai Rp 50,— per harinya.
Dengan pengaturan yang baik, dari setiap petak tanah seluas 50 m?
orang dapal memanen berbagai jenis sayuran hijauw hampir setiap
hari. Tenly saja pemupukan merupakan suatw prasyvarat di sind,
Savur-sayuran ini dan juga pepohonan lain mengandung berbagai ma-
cam mineral di dalam daun dan buahnya, Percobaan di Bogor meng-
ungkapkan behwa sumber-sumber vitamin A dan C yang terkandung
di dalam sayvuran hampir mencukupi unluk kebutuhan satu Xelu: iga.
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Pekarangan juga merupakan sumber penghasilan tambahan jika
lokasi pasar lokal cukup dekat; ini pulalah yang menyebabkan
mengapa kegiatan peran{aatan pekarangan yang paling baik berkem-
bang di Jawa terletak di kawasan dekatl pusal-pusat perkotaan. Per
meter persegi, tanah pekarangan sama produktifnya dengan lahan
pertanian padi. Jika di tengah kelangkaan sumberdaya tanah di Jawa
masih terbuka kemungkinan bagi pendistribusiannya, pendekaran se-
macam ini layak dipertimbangkan berkenaan dengan sumberdaya
tersebut: langkah-langkah perlu ditempuh guna memungkinkan ke-
luarga-keluarga miskin memiliki sebidang tanah, jika kemungkinan
memperoleh  warisan t]dak ada. Pemanfaalan pekarangan juEa
mernpakan pilihan yvang palmg tepat bagi setiap usaha pertanian, se-
bagai suatu aspek produksi pangan yang perlu mendapat tempat
dalam setiap Program Gizi yang direncanakan secara baik yang di-
tujukan kepada rumah tangga pedesadn.

s PEREKDNOMIAN DENGAN MENU-POKOK GANDA

Usaha-usaha mendorong produksi beras mengandung konse-
kuensi hagi pemerintah untuk juga mengendalikan dan mengawasi
distribusinva. Sesudah dampak positif dari revolusi pnpuk lebih do-
minan muncul dan efek negatif dan kemarao tahun 1972 berhasil di-
atasi, pengadaan pangan — khususnya beras — menjadi kisah sukses
gemilang bagi Bulog. Bahkan sebelum menangani stok beras nasional
yang demikian besar jumlahnya dan sekarang disimpan di gudang-
gudangnya yang moderen, Bulog berhasil mencegah fluktuasi harga
(antar masa panen dan antar wilayah) dengan penanganan yang lebih
baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi konsumen, khususnya
mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Golongan masyarakat pe-
desaan berpenghasilan rendah yang memakan beras sebagai makanan
pokok juga turut merasakan manfaatnya, karena dalam perkem-
bangan yang kemudian berlangsung, harga beras menjadi relatif lebih
murah daripada harga jagung dan ketela, jika dibandingkan dengan
harga-harga pada periode 1960 — 1977, Akan tetapi bagi kaum
miskin di pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur hal tadi menimbul-
kan implikasi yang berbeda, karena mereka mempunyai menu
makanan pokok vang berbeda: campuran beras- ketela-jagung.

Perbandingan data BPS antara tahun 1976 terhadap tahun 1970
mengenai pengeluaran rumah tangga kelompok 40% masyarakal ber-
penghasilan terendah mengungkapkan, bahwa harga 1000 kalori un-
tuk menu campuran (beras-ketela-japung) mereka telah melonjak se-
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demikian rupa sehingza mercka kini memperoleh lebih sedikit kalart
dari ketiga bahan pangan pokok tersebut. Dengan menggunakan
harga 1000 kalori dari menu-pokok campuran terscbut sebagai in-
deks, orang dapat menyimpulkan bahwa pendapatan riil mereka telah
menurun pada tahun 1976, ferarti pengeluaran-pengeluarannya juga
menurun, bukan saja pengeluaran untuk pangan tetapi juga untuk
sandang, perumahan, keschatan dan pendidikan. Jumlah pengeluaran
non-pangan per rumah tangga pada kelompok 40% masyarakal
berpenghasilan terendah ini tidak sampai 20% dari pengeluaran total-
nya.

Setelah masukaya ketela ke Jawa pada abad ke-19, ia dan jagung
segera diterima secara luas sebagai bagian dari menu lokal di daerah-
daerah pedesaan Jawa. Dengan makin banyaknya tanah di Jawa
digunakan sebagai lahan pertanian pada periaulaan abad ini, pola me-
nu-pokok campuran berkembang dengan sendirinya; di Jawa Tengah
dan Jawa Timur dengan pola tiga komoditi (beras-jagung-Ketela) se-
dangkan di Jawa Darat dengan pola dua komoditi (beras-ketela),
Walaupun keluarga-keluargs yang lebih mampu di daerah pedesaan
masih menjalankan pola menu campuran ini (tapi dengan beras lebih
dominat), namun dewasa ini suatu pola yang amat berbeda di daecrah
perkotaan berkembang. Crang-orang di kota, termasuk mereka yang
miskin, mengkonsumsikan menu tunggal sebagai makanan pokok:
“"hanya beras. Cejala scrupa juga berlangsung di Sulawesi: se-
menlara orang-orang desa mempunyai tiga makanan pokok, orang-
orang kota hanya menggantungkan pada beras. Pola menu-pokok
tunggal hanya beras” terdapat pula di seluruh Sumatra {kecuali
Lampung, di mana terdapat transmigran dari Jawa), Kalimantan,
Bali dan juga Musatenggara Barat. Di Jawa, pola yang terdapat di
Jawa Barat dapat pula dipandang sebagai pola menu tunggal *"hanva
beras’’, kecuali untuk daerah-daerah di sebelah tenggara di mana
ketela pada saat sekarang juga masih amat menonjol, Tak dapat
dipungkiri, pengendalian pemasaran beras yang lebih baik di seluruh
Indonesia telah meluaskan pola menu-pokok tunggal tersebut. De-
ngan harga-harga beras yang menjadi lebih murah, perkembangan
pola tersebut secara logis dan ekonomis dapat pula dibenarkan, bah-
kan untuk keluarga-keluarga miskin di pedesaan sekalipun.

Karena Pelita vang sckarang mengajak kita semua untuk mengu-
sahakan diversifikasi komoditi makanan pokok, scbuah pertanyaan
patut dilontarkan: di mana dan dengan siapa akan kita mulai? Bagi
golongan masvarakar berpenghasilan mencngah dan tingei (vang
memperalel kenaikan penghasilan terbesar sejak akhir 1960-an) kena-
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ikan permintaan akan beras (makanan pokok yang diinginkan jika se-
seorang mampu mendapatkannya) adalab suatu hal yang sangal
lumrah — sebagaimana juga kenaikan permintaan akan daging, telur
dan susu — bahkan jika komediti-komodit! itu harus diimper.

Dari analisis dan berbagail perhitungan mengenai elastisitas pen-
dapatan terhadap beras, ketela dan jagung di Tndonesia, Timmer
(1978) sampai pada sebuah kesimpulan bahwa: sebagian besar ke-
kurangan gizi protein-kalori discbabkan oleh kemiskinan. la mem-
buat berbagai proycksi yang menyarankan bahwa suatu kebijaksa-
naan harga yang menjadikan harga beras lebih mahal (katakanlah
10% setahun) dan harga jagung serta ketela lebih murah akan mem-
buahkan dampak menguntungkan bagi orang-orang miskin di pede-
saan; mereka akan mampu mendapatkan lebih banyak proiein dan
kalori dari ketiga makanan pokok, Dalam hal ini orang-orang vang
lebih mampu akan dikenakan *pajak’ ketika mereka membeli beras
vang harganya sudah dinaikkan tadi, dan kemudian hasil dari
*pajak* ini digunakan sebagai *'subsidi’’ terhadap komoditi ma-
kanan pokok yvang kurang diinginkan, yang akan sampai ke kelom-
pok yang lebih miskin, Akan tetapi permintaan akan daging, susu dan
telur oleh orang-orang yang lebih mampu tidak dapat mengendorkan
permintaan akan makanan yang kurang diinginkan, jika komoditi-
komodit tersebut tetap digunakan sebagai makanan termak, yaitu
suatu hal yang — ditinjau dari sudut pandangan kaum miskin — amal
horos.

Lalu, kebijaksanaan alternatif yang bagaimana harus ditempuh,
derni menguntungkan kaum miskin, jika kita hendak menecruskan
argumentasi Timmer tadi? Ia menyebut *'perubahan-perubaban ke-
lembagaan dalam empat hal vakni produksi, pemasaran, distribusi
pengolahan dan konsumsi’® yang menuruinya °’mungkin melebihi
sumber-sumber manajerial dan kewangan pemerintahan’. Dixoen
(1979) memberikan suatu petunjuk ketika ia melaporkan hahwa
**substitusi musiman gaplek terhadap beras adalah penting bagi ke-
lompok kaum miskin'’. Dalam tahun 1976 di pedesaan Jawa 54,5%
orang miskin (dengan penghasilan kurang dari Rp 3.000,— per
kapita/bulan) memperoleh 1.126 kalori/hari/orang dari beras, ketela
dan jagung: di mana 15% berasal dari ketela dan 15% lagi dari
jagung. Dari ketela itu duapertiganya berujud gaplek, di mana pro-
duksi mendekati 12 Kg per kapita per tahun atav 1,28 juta ton, atau
sekitar 44% dari praduksi ketela di Jawa.

Suatu hal logis adalah menjaga sumberdaya pangan terpenting di
pedesaan miskin, dimulai dengan produksi dan termasuk pengolahan,
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penyimpanan dan distribusi, Meskipun dari pekarangan-pekarangan
vang kecil, atan usahatani kecil yang hampir tak bertanah (di bawah
500 m?) dapat dihasilkan ketela dengan teknik mukibat disertai pemu-
pukan yang baik. Proses pembuatan gaplek yang lebih baik dengan
teknologi murah yang tersedia {(misalnya yang sekarang sedang diusa-
hakan IPB) akan membantu membangun industri-industri kecil dan
peningkatan penyimpanannya. Usaha-usaha kelompok dan masyara-
kat dalam memperbaiki fasilitas lumbung mungkin juga akan
memperkuat kontrol di pasar lokal dengan cadangan pangan yang
digunakan sendiri oleh masyarakat terutama pada musim paceklik,
karena para pedagang kota telah menguasainya. Beberapa program
terpadu dapat dibangun atas dasar wilayah dengan mengambil sebuah
unit dari suatn wilayah dan memilih sasaran-sasaran pertama untuk
wilayah vang terdaftar sebagai daerah kritis (sekitar 300 di loar 1500
wilayah di Jawa vang berarti sekitar 3 juta kepala keluarga).

Tabel2: Rata-rata tersedianya Kkalori sehari untuk kelompok
berpenghasilan rendah dari ketela, beras-dan jagung di pede-
saan Jawa, 1976%.

Ketela

FPendapatan per kapita
Rp/BI) i tiasah ' Gaplek Beras  Jagung Total % Penduduk
1. D bawah 2000 40 132 585 191 957 23,0%
2. 2000 — 3000 65 104 918 6 1251 31,5%
3. 3000 — 4000 82 B4 k21 i62 1442 20,1 %

* Darl Dixon, 197% (Sumber data: BFS — Susenas, Survai 1976) :
Dalam kasus konsumen kota, perluasan pasar tepung ketela

mungkin juga menguntungkan bagi keluarga-keluarga wmiskin.*)
Pembangunan industri-industri kecil tepung ketela adalah merupakan
syarat untuk menghasilkan lebih banyak persedisan dengan harga
jauh lebih murah, jika diketahui dewasa ini tapioka dibargai lcbih
tingei daripada beras hingea karenanya ia dianggap sebagai produk
agak mewah.

* Sebagal ketela yeng berprotein rendah, promosi tepung ketela rerurama di deerah
perkotaan sebaiknyva dikaitkan dengan promosi mekanan berprotein murah seperti
ikan.
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- Dalam hubungan ini harus disebut kasus impor tepung lerigu dah-
wa sejak pembangunan perusahaan-perusaliaan besar, Indonesia
menjadi lebih tergantung pada bahan makanan dari luar (lebih dari 1
juta ton per tahun). Meski untuk menggantungkan tepung terigu pada
pasar dunia adalah kurang mengandung rizsiko di banding pasar beras
yang jauh lebih sempit, keputusan pemerintah untuk menyediakan
tepung terigu menunjukkan adanya béas melalui konsumen kota dan
melalui usaha besar yang didukung oleh modal dan teknologi tinggi
dari pasar internasional. Ini bukan merupakan kehijakan vang salah
alamat bila untuk mendorong pembangunan lebih lanjut dari industn-
industri kecil vang menghasilkan tepung terigu datam jumlah besar
untuk masyarakar miskin, maka seklor' perusahaan besar tepung
terigu diberi tugas untuk mempromosikan produksi tepung tapioka
terutama dengan bantuan berbentuk kapital. Setelah sektor ini mem-
heri sumbangan dalam penerimaan dari penyediaan gandum pada de-
kade terakhir vang menguntungkan konsumen (sebagian terbesar
konsumen kota), maka pemeriniah sekarang membutuhkan scktor ini
untuk menvediakan pelavanan pada kelompok lebih miskin dalam hal
produksi tepung tapioka.

Industri pengalahan beras terutama di Jawa berdasar pengalam-
an makro-ckonomi mendapatkan cara sendiri mengadakan pemba-
ngunan yang sesuai sehagai akibat dari revolusi pupuk. Dengan dasar
perusahaan-pervsahaan padi moderen di Jawa dari sebelum perang,
pembangunan pada dasawarsa terakhir telah dinikmati oleh perusatia-

" an-perusahaan kecil Jepang yang tersebardibanyak desa, yang dewasa
ini praktis sudah mengganti sistem tumbuk tangan. Meskipun dalam
proses itu tenaga kerja wanita (vang digunakan sebagai penumbuk
padi} telah diganti, dari segi ekonoi secara keseluruhan dapat diam-
hil keuntungan baik bagi produser maupun konsumen, yang akhirnya
didapat laba dari harga vang murah. Yang belum dicatat adalah
hahwa perkemnbangan ini {industri kecil dengan tekoologi baik) teru-
tama telah dibiavai oleh perusahaan itu sendiri dari pada oleh kredit
bank pemerintah.

Hal lain mengenai pengamanan bahan pangan untuk masyarakat
mizkin adalah masalah beras dan bagi beberapa daerah cadangan ja-
gung. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan jalan ke luar dengan sis-
tem lain, dengan pengawasan pemeriniah daerah, yang dapal mem-
hantu dan dimajukan. Pada zaman, penjajahan, lumbung-lumbung
atau unit penyimpan beras dibangun di beberara desa kecil di Jawa,
dan ditempatkan di bawah pengawasan Bank Rakyat. Masyarakat
dapat menyimpan dan meminjam dari *'bank-beras'" lokal untuk satu
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musim. Ketergantungan pada kekuatan pasar cenderung  untuk
menguntungkan mereka dengan daya beli vang lebih besar dan karena
petani padi di Jawa ada yang subsisten dan ada yang komersial sifat-
nya, para petani kecil biasanya tersisihkan. Apabila beras telah dijual
dari desa ke pasar-pasar desa lain atau ke pasar kota, konsumen desa
harus membayar lebih mahal jika tmereka ingin "' membeli kembali’
beras yang mereka hasilkan. Bank Beras lokal dapat diatur sedemiki-
an rupa sehingga masyvarakat miskin mendapat perlindungan lebih
baik, karena mercka biasanva terlibat hutang dengan bunga linggi,
Taringan persediaan beras lokal di daerah-daerah pedesaan dapat di-
kaitkan dengan stok beras nasional dari BULOG, yang menguasai
pasar-pasar beras di seluruh Indonesia, Dalam keadaan darurat, ban-
tuan pemerintah (atau pinjaman) oleh BULOG dapat ditangani me-
lalui bank-bank beras lokal. Dapat dipertanyakan apakah KUD dapat
menangani tugas itu. Karena sebagai bank beras lokal ia tergantung
kepada kepercayaan pada anggota sendiri, biasanya ia dimulai dari
kelompok-kelompok kecil. Misalnya, unit rukun tetangga atau pe-
dukuhan. Jika prinsip ini dapat dianut oleh tingkat antar desa (rata-
rata desa di Jawa mempunyai 750 keluarga), maka bentuk semacam
koperasi dapat diperkembangkan. Jika KUD dapat memajukan dan
menggerakkan perkembangan dari bawah (bottom up) serta membag-
tu di dalam proses ini, maka ia akan memberikan suatu kontribusi
yang positif. Tetapi KUD sendiri dalam kebanyakan hal adalah akibat
dari preses pembentukan “tep-down'': manajemennya (dengan
manajer yang digaji) tergantung pada pengarahan dan perlindungan
para pengambil keputusan yang lebih tinggi, dalam hal ini terutama
BULOCG,

6. SEKTOR S0SIAL

Jika pendapatan yang memadai berarti bahwa rumah tangga
mendapatkan cukup kalori dan prmem bagi semua anggota keluarga
yang sesuai dengan kebutuhan gizi maging- ﬁmmg (umur, scks dan ke-
giatan-kegiatannya), apakah pola susunan distribusi makanan dalam
rumah tangga akan selalu sesuai dengan kebutuhan khusus tiap
orang? Jika pendapatan rendah, menyvebabkan ketidakcukupan kalo-
ri dan protein, maka ia pada gilirannya menvebabkan " kesalahan gizi
struktural’ (vang ada kaitannya dengan kemiskinan); distribusi ma-
kanan yang tidak benar di antara anggota rumah tangga, dengan be-
berapa anggotanya tidak mendapatkan makanan yang sesuai dengan
kebutuhan individu, disebut " micro-structural malnutrition”’. Di sini
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orang cenderung menunjuk pada apa yang disebut pola susunan ma-
kanan yang salab dalam rumal tangea. Karena kedua fakior adalah
relevan, adalah penting untuk membedakan keduanve, sementara ba-
gi timbulnya kekurangan gizi di antara anak-anak pra sckolah pada
masyarakat miskin dapat disebabkan baik karcna kemiskinan mau-
pun ketidaktahuan bagaimana memberi mukan anak-anak; bagi ke-
lompok pendapatan vang tingsi faktor kebudayaan lebih menentu-
kan. Dengan pendidikan gizi vang benar, keluarga "kecukupan''
akan dapat mengubal kebiasaan makan, sedangkan untuk orang-
orang miskin pendidikan itu sendiri belum akan cukup,

Proporsi vang besar dari populasi vang rendah persediaan gizinya
dapat dijumpai dengan timbulnya kekurangan gizi yang tinggi pada
anak-anak pra sekolah, dengan kemungkinan hubungan antara dua
hal pada penycbab dasar vang sama vaitu pendapatan, Tetapi bagian
yang tinggi dari pendapatan yang rendah dapat juga menyebabkan
timbulnya kekurangan gizi di antara anak-anak pra sckolah dan se-
baliknva dapat dikatakan: sedikit orang miskin tetapi banyak anak
yang mengalami kesalahan gizi; kedua kasus ini memerlukan pen-
jelasan kultural yang masuk akal.

Tabel 3: Penduduk berkalori rendah (kurang dari 1700 kalori per
orang per hari) dalam % dari penduduk dan besarnya kesa-
lahan gizi anak-anak pra-sckolah di pedesaan Indonesia,

197677,

i penduduk den. KI'ESE.ilahul.l i

kalori rendah®) St ey

pra sakoloh**)
1. Jawa Barat 13,4% 22,9%
2. Jawa Tengah, Jawa Timur & DIY ' 35,4%, 28,1%,
3. Sumalra 10,4 % 19,7 %
4. Kalimantan 111, 5% 27.5%
5. Sulawesi 21.0%, 17,5%
6, Hali dan Musa Tenggara 27.0% 20,9%

*  Susenas: data 1976 {dengan ckstrapolasi)
** Survei Xerophthalmia oleh Tarwotjo dkk,

[alam pengembangan proyek riil pada satu masyarakat setempal
tentu saja diperlukan metoda penaksiran lain. Upaya pendidikan gie
harus scgera dimulai untuk menentukan keluarga sasaran secara
langsung dengan mengadakan pengukuran anak-anak (linckaran le-
ngan, berat dan tinggi badan d11.), menanyakan pola makanan dan
mengadakan taksiran kasar pendapatan rumah tangga, Di Jawa, per-
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sediaan pangan yang kurang dari 300 gram serealia (beras dan jagung)
per hari per orang, dapat dipakai sebagai ukuran kasar ketidakcukup-
an pangan rumah tangea. Dengan menempatkan banyaknya ke-
salahan gizi (berat kali tinggi) dari anak-anak pra sekolah (24% tak-
siran oleh Tarwotjo) bagi penduduk 1979, diperoleh banyaknya ke-
salahan gizi keseluruhan menjadi 12%. Angka ini didasarkan pada
taksiran kesalahan gizi untuk kelompok umur dan kelamin lain-lain.

Tabel 4. Taksiran kesalahan gizi hipotetik bagi jumilah penduduk In-
donesia 1979,

oo dari Kesalahan giz

Kelompok penduduk - penduduk (beratstinggi) .
4. Anak-anak ¢ — & Lahun 3.3 24
b. Anak-anak 7 — L5 tahun 234 H)
¢. Wanils dewasa / [2R,2) [ 1By
1. mengandung 4,0 20
2, medyusul 4.5 10
1. lain-lain 19,7 10
d. Priya dewasa 26,1 As 10
As i 5
Jumlah keseluruhan 1000 Asl 13
penduduk Asll 12

Calatan: As: Asumsi,

Karena data banyaknya kejadian kesalahan gizi diperoleh dari
survei nyata dari Jawa, maka data hipotetik kesalahan gizi dalam ke-
lompok penduduk (itupun hanya berupa sampel pedesaan) hanya
memberikan kepada kita perkiraan besarnya masalah gizi vang ada,
Cara mengukur kesalahan gizi ini juga harus disertakan karena nkur-
an lain-lain akan memberikan arti yang berbeda. Jika prestasi kerja
dipergunakan scbagai pengukur untuk pria dan wanita dewasa, sangat
mungkin kelompok umur rendah tidak dapat dibarapkan bekerja ke-
- ras secara fisik, karena mercka mengeluarkan kalori lebih sedikit.
Tingkat kekurangan kerja {un:lcrmpluym:nt} yang tinggi (dengan
taksiran 30%) di dalam tenaga kerja Indenesia, apabila ini dapat disa-
makan dengan intensitas tenaga kerja rendah, dapat diterangkan se-
bagai tingkat persediaan kalori yang lebih rendah. Dalam proses
membuat mereka beketja lebih keras penerima pendapatan dewasa
dapat mengorbankan kebutuhan anak-anak mereka dan isteri Yang se-
dang mengandung dan sedang menyusui, yang dengan begitu tidak
menerima bagian yang wajar sesuai kebutuhannya. Pengaruh terha-
dap kelompok rawan ini dapat disebut ''pemborosan modal manusia-

Wil
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Dengan cara bagaimana upaya di bidang pendidikan dan kese-
hatan mempunyai pengaruh langsung dan berarti pada orang miskin,
terutama dalam memperbaiki status pangan dan kesehatannya? Bila
untuk kedua macam kebutuhan ini keluarga miskin harus menang-
gung akibatnya, pertanyaannya adalah pada harga berapa fatau cara
bagaimana) mereka dapat didorong untuk menerapkan cara yang le-
bih baik’’. Juga kita dapat menanyakan sejauh mana masyarakat
dapat membantu dalam proses ini. Menyediakan pelayanan-pelayan-
an ini dengan harga rendah sehingga sebagian besar braya ditanggung
negara adalah merupakan salah satu cara. Tetapi biaya-biaya lain
(termasuk biaya-biaya tak langsung) tetap, dan dalam hal ini upaya
kelompok secara bersama mungkin dapat efektif untuk membanty ru-
mahtangga-rumahtangga yang kurang maju dan kurang mampu agar
mercka dapat menyesuaikan diri dengan cara-cara baru dengan lebih
mudah. Mereka yang bekerja dalam bidang pendidikan kesehatan,
termasuk pendidikan gizi bagi kelompok pedesaan, telah menekankan
swa-sembada dalam kelompok-kelompok lokal ini misaloya dengan
mengembangkan *'asuransi kesehatan®™ dari kelompok-kelompok
swadaya yang mempunyal hubungan-hubungan pelayanan dengan
pusat-pusat kesehatan kecamatan scl¢mpat. Satu pelayanan penting
adalah bahwa upaya kelompok kecil yang demikian, di samping Ler-
gantung pada fee, yang diperoleh dari dana-dana umum jusa-jasa
kesehatan, kelompok juga membutuhkan sumber subsidi. Sumber ini
dapat berasal dari pusat kesehatan {masyarakat) sendiri, tetapi dapat
juga dari beberapa perusahaan, diorganisasikan oleh kelompok itu,
yang memiliki surplus yang dapat dipergunakan untuk menambah da-
na kesehatan kelompok. Karena semua rencand yang demikian telah
dimulai dengan inisiatif dan pembiayaan kelompok, pembiayaan dari
luar (misalnya dari proyek-proyek pemerintah) biasanya dilihat
sebagai penghambat potensial, karena ketergantungan pada sumber
luar cendernng mengesampingkan prinsip-prinsip swa-sembada.

Tetapi dalam hal tambahan pangan, sebagai bagian dari rehabili-
tasi gizi anak-anak salah pangan (malnourihed) dan pendidikan ibu-
ibu yang terlibat dalam proses itu, pembiayaan dan bantuan dari luar
dapat diorganisasikan atas dasar ad-ndc tetapl secara kontinyu
(walaupun dalam batas-batas wakiu tertentu dan musim tertentu); ini
dapat termasuk bantuan yang memungkinkan kelompok atau masya-
rakat setempat menghasilkan sumber subsidinya sendiri untuk upaya
kesejahteraan sosialnya. Kebijaksanaan yang demikian telah ada
presedennya dalam bentuk subsidi desa vang diberikan setiap tahun
sejak 1969 dan dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk menambah
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anggaran tahunan dari pemerintah desa. Dalam 5 tahun pertama te-
kanan diberikan pada rehabilitasi prasarana setempat, terutama sis-
temirigasi, yang hasilnva sangat dirasakan oleh sebagian besar desa
setelah pada dasawarsa sebelumnya terlantar karena kekurangan da-
na.

Kemungkinan lain adalah sistem penyediaan pangan tambahan
untuk anak-anak safah-poangen BALITA dengan bantuan pangan aleh
pemerintah pusat selama tidak lebih dari 3 — 4 tahun, dengan ban-
tuan sumber daya desa bagi waktu selehihnya, sehingga dalam giliran
rotasi semua desa akan kembali dicakup dalam waktu 10 tahun. De
ngan (jumlah dan macam) serealia vang dikenal setempat, kacang-ka-
cangan dan pangan lain sebagai dasar perhitungan tambahan pangan,
sistern ini dapat dikembangkan dalam rangka bank-bank lumbung
pangan, didukung oleh mata rantai RULOG yang lebih Juas. Di sini
akan terlibat juga industri-industri kecil yntuk memproduksi tam-
bahan pangan; kemudian, bila pangan yang demikian akan dapat pu-
la diterima sebagai makanan kecil untuk anak-anak lain (anak-anak
sekolah), perluasan pasar ini akan menjamin perkembangan lebih lan-
jut dari industri-industri kecil. Bantuan untuk kelompok sasaran se-
perti ind (misalnya anak-anak pra sekolah dan ibu vang akan melahir-
kan) adalah merupakan alternatif vang baik dari subsidi beras vang
umum bagi seluruh penduduk pemakan beras. Ia berfungsi sebagai
transfer pendapatan pada kelompok tertentu, terutama kelompok
miskin, sebapai tambahan pada fungsi pendidikan dalam perbaikan
gizi dan dalam organisasi kelompok dan masyarakat. Biayanva tidak-
lah terlalu berat, karena dalam 10 tahun tidak akan melebihi 100,000
ton beras (dengan tambahan pangan vang didasarkan pada serealia
dan kacang hijau). Dibanding dengan biaya subsidi desa, biava pro-
gram ini, termasuk ongkos penvampaian dan pendidikan gizi, akan
kurang dari 40% daripada anggaran subsidl desa selama Pelita [1.

Upaya besar-besaran yvang demikian dalam pendidikan gizi, yang
memberikan pengaruh langsung -pada perbaikan kedudukan gizi
anak-anak dan keterlibatan sccara aktif dan ibu-ibu dan pemuka-pe-
muka wanita setempat, akan memperkual solidaritas kelompok dan
masvarakat, di mana kebanvakan orang (termasuk vang miskin) akan
memperaleh makanan yang lebih baik dan keamanan kesehatan. Ini
akan memberi perangsang untuk mempraktekkan keluarga berencana
atau keluarga vang bertanggung jawab,

U'pava kesejahteraan di bidang pendidikan dan kesehatan ini
bahkan akan terlihat pengaruhnva dalam penciptaan lapangan kerja,
tidak saja dalam bentuk komponen industri kecil yang terlibat dalam
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produksi tambahan pangan setempat, tetapi juga dalam proses pen-
didikan itu sendiri, yang akan memerfukan jasa-jasa pelayanan sam-
bilan dari paling sedikit 200,000 wanita di Jawa dan Bali saja (dalam
20,000 desa) untuk mengajar ibu-ibu kelompok sasaran (dan orang
lain vang berminat), melalui pertemuan tatap-muka termasuk pe-
lajaran-pelajaran praktis kebiasaan memperbaiki dan memberi ma-
kan yang didasarkan pada sumber-sumber setempat. Upah bagi tugas
sambilan mengajar dan pekerjaan-pekerjaan sosial demikian mungkin
dapat meningkatkan pendapatan orang-orang ini {misalnya 12 kg
beras per bulan; selama 16 jam kerja), dan dapat juga dibiavai dari
program bantuan pangan. Pemimpin-pemimpin vang sudah mem-
promosikan kerja-kerja sosial dalam masyarakat setempat akan aktif
dalam semangat ''kewajiban suci®’.

g IMPLIKASI KEBRITAKAN

Didasarkan pada model perencanaan nasional, yang didukung
oleh perencanaan sektoral sebagaimana dicantymkan dalam Repelita,
kemajuan untuk meneapai satu model umum yang melibatkan parti-
sipasi pembangunan yang luas selama ini terlihat berjalan lambat.
Dalam sektor-scktor ekonomi, komponen yang paling sulit adalah ke-
sempatan kerja, yang masih saja dilihat sebagai lergantung pada "'du-

. nia bisnis™ sebagai motor pertumbuhan, Hanya dalam tahap-tahap
terakhir telah terlihat tanda-tanda pemerintah mengerjakan sesuatu
untuk pemeralaan kesempatan memperoleh manfaat bagi golongan
ekonomi lemah. Tetapi di bidang pertanian, bagi petani marjinal dan
buruh berpendapatan rendah di daerah kota dan desa, kesempatan
vang menarik seperti ini belum nampak atau masih dalam tahap per-
cobuan seperti dalam KCK untuk pedagang kecil. Dalam hal setiap
sub-sektor ekonomi memainkan peranan parsialnya dalam model pro-
duksi dan pertumbuhan, yang diperlukan adalah mengkaitkan model
parsial yang satu dengan yang lain, khususnya dalam bentuk ke-
sempatan kerja. Setclah melampaui waktu tertentu proses ini akan
sampai pada pengertian yang baik antara pembuat model/penentu ke-
bijakan, mengenai bagaimana menciptakan kesempatan kerja yang
lebih banyak dan lebih baik dengan produktivitas dan pendapatan
vang lebih tinggi pada semua sektor.

Dalam penciptaan kesempatan kerja dengan pendapatan yang le-
bih tinggi, tugas pertama adalah memperhatikan strata 20 — 40% te-
rendah yang sungguh-sungguh memerlukan pangan. Pendekatan ke-
butuhan dasar harus dimulai dengan kelompok pendapatan rendah
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ini, dalam bentuk pangan dan kebutuhan-kebutuhan dasar lain seperti
kesehatan dan pendidikan melalui perbaikan dalam kondisi kerjanva.
Cara lain bagi perbaikan mereka termasuk transfer pendapatan dalam
bentuk bantuan pangan, misalnya dalam proyek-proyek pangan un-
tuk bekerja dan pangan untuk rehabilitasi dan pendidikan nutrisi,

Dengan pertimbangan "kesempatan kerja’™ sebagai komponen
eksplisit dan perencanaan pembangunan keseluruhan (vang diikuti
lebik lanjut pada setiap sub-sektor) prioritas dalam pangan dan ke-
burshan dasar bagi 40% kelompok pendapatan terendah hanva dapat
mencapai hasil yang diharapkan dengan partisipasi aktif dari kelom-
pok vangz terlibat di dalamnwva. Untuk mendapat bagian dari manfaat-
nyva mereka harus ikut serta dalam tanggung jawab dan dalam penga-
wasan terhadap tindakan-tindakan struktural, Penciptaan lapangan
kerja dengan partisipasi aktif mereka akan membutuhkan baik tekno-
logi maupun organisasi dan lembaga yvang tepat. Hal ini benar pada
sektor ckonomi dan juga pada sekior sosial. Campur tangan
(misalnya dalam pendidikan gizi) akan berarti reorganisasi dengan
partisipasi aktif untuk mengawasi tindakan struktural yvang dipetlu-
kan, sehingga dapat mencapai perbaikan gizi dan perbaikan keaman-
an pangan sepanjang tahun,

Peranan upaya masyarakat setempat, yang didukung oleh peme-
rintah dan organisasi non-pemerintah adalah sangat menentukan,
Kerjasama antara instansi-instansi pemerintah dan organisasi-organi-
sasi non-pemerintah dalam bidang bantuan teknik vang diperlukan
dan reorpganisasi kelompok adalah merupakan satu prasyarat,

Perencanaan wilayah dapat merupakan satu sarana untuk melak-
sanakan rencana terpadu untuk *tindakan struktural®, termasuk tin-
dakan struktural pada tiap sub-sektor, untuk dipadukan dengan sub-
sektor lain-lain pada tahap-tahap berikutnyva. Tetapi pengertian yang
lebih baik dalam hubungan antara sub-sektor akan memungkinkan
kita untuk memulai "tindakan-tindakan struktural’® yang lebih terpa-
du, Penelitian dapat memainkan peranard dalam mencapai pengertian
yvang diperlukan. Di luar pengertian itw, peneliti maupun pembuat ke-
hijakan masih harus menentukan peranannya masing-masing dalam
praktek tindakan-tindakan struktural.
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